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Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, pelaksanaan pembangunan jalan lingkar Pati mengacu pada ketentuan perpres tersebut. Pembangunan jalan lingkar Pati dimulai dari arah selatan lanjut menuju kearah barat yang lebarnya 11 meter dan panjangnya 12,75 kilometer dibangun di area bebas yaitu lahan pertanian dari beberapa desa yaitu : Desa widorokandang, sugiharjo, dengkek, mustokoharjo dukuh ngantru, ngantru kecamatan gabus dan gajahmati kecamatan Pati, dan kearah barat melewati beberapa desa diantaranya : desa mustokoharjo dukuh ngantru, ngantru kecamatan gabus, langenharjo, penambuhan, ngawen dan sukokulon kecamatan margorejo. Keputusan tersebut diambil setelah melalui rapat yang dihadiri dari BAPPEDA dan PEMDA selaku pengguna tanah.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah, pertama mengapa pemerintah kota Pati memilih area tersebut sebagai lokasi pembangunan jalan lingkar Pati, kedua bagaimanakah proses ganti kerugian dalam proyek pengadaan tanah jalan lingkar Pati dilihat dari Perpres No.36 Tahun 2005.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ganti kerugian dalam pengadaan tanah pembangunan jalan lingkar Pati berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan juga data sekunder. Sedangkan untuk penentuan sampel digunakan teknik purposive sampling, sampel diambil dari masyarakat pemilik tanah yang dilewati jalan lingkar Pati yaitu desa Dengkek, Panjunan dan Sukokulon.
Hasil penelitian yang diperoleh memperlihatkan bahwa pemilihan lokasi yang memanfaatkan lahan pertanian berdasarkan SK Bupati No.590/173/2005 tentang ijin penetapan lokasi untuk jalan lingkar Pati dengan memanfaatkan lahan pertanian desa yang berupa tanah persawahan dan tanah perkebunan sebagai media pembangunannya dengan luas + 407. 168 m2 (40,717 Ha) dan panjang 12, 75 kilometer, yang meliputi desa Widorokandang, Sugiharjo, Dengkek, Sidoharjo, Mustokoharjo dukuh Ngantru, Panjunan, Ngantru kecamatan Gabus, Langenharjo, Penambuhan, Ngawen dan sukokulon. Pelaksanaan ganti rugi jalan lingkar Pati sudah dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah (P2T) yang dikepalai oleh H Sjamsudin pada bulan Oktober, tahun 2005 yang berdasarkan Perpres No.36 Tahun 2005. Objek yang terganti rugi diantaranya meliputi ganti kerugian hak atas tanah, tanaman dan bangunan 
Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemilihan lokasi dengan memanfaatkan area bebas yaitu lahan pertanian sebagai media pelaksanaan merupakan keputusan antara BAPPDA dengan pemerintah pengguna tanah dan pelaksanaan pemberian ganti rugi proyek jalan lingkar Pati telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu ada dalam Pasal 7 ayat (3),(5),(6) Perpres No.36 Tahun 2005 yang menjelaskan tentang tugas dari panitia pengadaan tanah (P2T), diantaranya mengadakan musyawarah, menaksir serta memutuskan besarnya ganti rugi serta menyaksikan pemberian ganti kerugian. Ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah kepada pemegang hak adalah berupa uang.

